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PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

 

ABSTRAK:  - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2), Pasal 86 ayat (3), Pasal 89, 
Pasal 95 ayat (3), Pasal 97 ayat (5), Pasal 98 ayat (14), Pasal 99 ayat(7), dan 
Pasal 101 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta untuk 
memberikan pedoman bagi pemerintahan daerah dalam menyusun 
peraturan daerah dan peraturan kepala daerah mengenai pajak daerah dan 
retribusi daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang 
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

- Dasar hukum Peraturan Pemerintah ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan 
UU No 1 Thn 2022. 

- Peraturan Pemerintah ini diatur tentang pengaturan umum pajak dan 
retribusi, tata cara pemungutan pajak dan retribusi, kemudahan, insentif, 
dan disinsentif, dan pajak dan retribusi dalam rangka mendukung 
kemudahan berusaha dan berinvestasi serta evaluasi raperda, perda pajak 
dan retribusi. 

 
CATATAN:  - Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2023. 

- Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:  
a. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi 

Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin 
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5358),  

b. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5950); dan  

c. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan 
Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6622);  

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 
- Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, peraturan perundang-

undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:  
a. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi 

Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin 
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahurt 20l2 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5358); 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5950); dan  
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c. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan 
Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6622);  

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan 
dalam Peraturan Pemerintah ini. 

- Dalam hal-hal tertentu akan diatur lebih lanjut dengan PERDA, PERKADA atau 
Peraturan Lembaga Non-Kementerian. 

- Penjelasan: 44 hlm. 
 


